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1. Pendahuluan
Pemerintah Indonesia wajib melindungi warga negaranya khususnya mereka yang bekerja di luar

negeri seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI). kewajiban melindungi tersebut dapat dilakukan dengan
mencegah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pemerintah juga memiliki kewajiban
untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan agar setiap individu dapat menikmati haknya, misalnya
hak atas pekerjaan yang layak dengan penyediaan informasi pekerjaan atau menciptakan lapangan
pekerjaan (Pratiwi and Nugroho 2017).

Melihat jumlah angkatan kerja yang mencapai 144,01 juta orang (Badan Pusat Statistik 2022:2)
dan terbatasnya jumlah kesempatan kerja di dalam negeri membuat masyarakat Indonesia memilih
untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (Ndarujati 2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan
dengan menerima upah di luar negeri (Massie and Soemartono 2021). Calon PMI dan Pekerja Migran
Indonesia berhak mendapatkan pelindungan di masa prakerja, masa kerja. dan pasca kerja.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri telah berjalan setiap tahun. Negara tujuan
pengiriman telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Hong Kong, China. Hong Kong
memiliki minat yang cukup besar sebagai tujuan penempatan pekerja migran dari Indonesia.
Berdasarkan data yang ada, penempatan PMI ke Hong Kong menempati peringkat pertama setiap
tahunnya. Pusat data dan informasi BP2MI pada tahun 2022 mengatakan bahwa penempatan PMI di
Hong Kong dari 2019 hingga 2022 menduduki peringkat pertama dengan 71.779 orang pada 2019,
53.178 orang pada 2020, 52.278 orang pada 2021 (BP2MI 2021:13), dan 24.753 orang pada 2022
(BP2MI 2022:2). Terbukti dari banyaknya pengiriman di tahun 2019, yaitu selama pandemi hingga tahun
2022 saat ini, atau bisa disebut periode pasca pandemi, bahwa pihaknya telah mengalami penurunan
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pengiriman PMI yang signifikan. Pandemi Covid 19 telah menyebabkan pemerintah China membuat
kebijakan ketat dalam menerima pekerja migran. Selama pandemi, terjadi juga peningkatan angka
angkatan kerja aktif yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) di Indonesia, dari 4,9 persen menjadi
7 persen. Pandemi covid saat ini dan pembukaan kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di
Hong Kong, tidak diragukan lagi dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Penempatan pekerja migran Indonesia dimaknai sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah
untuk memberi kesempatan pada warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri guna
mendapatkan pekerjaan yang sesuai bakat, minat dan kemampuan (Agusmidah, Wijayanti, and
Shalihah 2020). Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, Penempatan PMI diartikan sebagai upaya untuk
mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak
asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai kepentingan nasional.

Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pekerja, maka
diperlukan jaminan hidup yang layak didapatkan oleh seseorang yang dapat juga berakibat pada
peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada, dengan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja
sesuai dengan harkat martabat dan hak asasi manusia (Khakim 2003:9). Adanya perkembangan jaman,
teknologi digital terus berkembang pesat dan mengintegrasikan dunia dengan cara-cara baru dan
inovatif. Pentingnya digitalisasi dalam memajukan pekerjaan layak dan perlindungan hak pekerja
migran indonesia untuk memperkuat layanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia guna mencegah pemberangkatan PMI secara illegal dan
memberikan pelindungan PMI di masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun tujuan ditulisnya artikel ilmiah ini yaitu untuk
mengetahui optimalisasi layanan berbasis digital dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang
bekerja di Hong Kong.

2. Metode
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data primer dan

data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan beberapa responden yang terdiri
dari 8 Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Hong Kong. Dalam pengumpulan data primer ini
the informational saturation point lebih diutamakan. Apabila pengumpulan data yang diperoleh dari
responden sudah tidak ada lagi penambahan informasi baru, maka data dianggap cukup memadai dan
dihentikan. Karena jika tetap dilanjutkan menambah data, maka akan mengakibatkan redundancy
(Schensul, Schensul, and LeCompte 1999).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi hukum primer yang berasal
dari peraturan nasional yang berkaitan dengan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penulis juga
menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari pencarian literatur dan hasil penelitian
sebelumnya, dan bahan tersier dalam menentukan istilah.

3. Hasil dan Pembahasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa

negara berkewajiban memenuhi hak bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan yang
layak sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2). Negara bertanggung
jawab atas perlindungan warga negaranya yang menggunakan haknya untuk memperoleh pekerjaan
khususnya pekerjaan di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia. Sehingga mereka dapat
memperoleh pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara aman, murah, efektif dan efisien
dengan mengutamakan keselamatan pekerja baik fisik, moral maupun martabatnya (Lumingas 2022).

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia juga telah menyebutkan bahwa “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala
upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran
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Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan
kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan
sosial”.  Hakekat perlindungan di dalam undang-undang ini adalah melindungi setiap Pekerja Migran
Indonesia dari praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan,
kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang
melanggar hak asasi manusia (Tantri 2022)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga pemerintahan non-
kementerian yang bertugas memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada pekerja
migran Indonesia beserta keluarganya secara terpadu, telah mengeluarkan terobosan baru yaitu berupa
modernisasi sistem pendataan secara terpadu yang bernama Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). SISKOP2MI ini merupakan
wajah baru dari Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), yang telah disesuaikan
dengan proses penempatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SISKOP2MI merupakan
penggabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada di situs BP2MI. Setiap Calon Pekerja Migran
Indonesia yang akan melamar kerja, diwajibkan untuk mempunyai akun terlebih dahulu dalam
menggunakan aplikasi ini. Hal ini bertujuan agar nantinya Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja
Migran Indonesia yang mempunyai masalah, BP2MI dapat dengan mudah melacak keberadaan Calon
Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) ini merupakan salah
satu program BP2MI dari 9 (sembilan) program prioritas yaitu menyempurnakan sistem dan prosedur
pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI yang mudah, murah dan cepat.
SISKOP2MI ini telah di implementasikan diseluruh Unit Pelaksana Teknis BP2MI yang berada di setiap
daerah baik Kabupaten atau Kota di Indonesia. SISKOP2MI merupakan program dari BP2MI dan dapat
digunakan untuk mendata PMI yang mendaftar ke negara manapun yang terdapat hubungan bilateral
dengan pemerintah Indonesia. SISKOP2MI telah terkoneksi dengan setiap dinas ketenagakerjaan yang
ada di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia demi mempermudah proses pendaftaran Calon Pekerja
Migran yang akan bekerja ke luar negeri.

Dalam implementasinya program SISKOP2MI terdapat beberapa pelayanan terhadap Pekerja
Migran Indonesia sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
b. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan kerja Pekerja Migran Indonesia
c. Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
d. Pelayanan Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
Berbeda dengan SISKOTKLN, SISKOP2MI ini akan menjadi single sistem mulai dari penyediaan

informasi peluang kerja luar negeri, proses penempatan, pengaduan, fasilitasi penyelesaian masalah,
hingga pemberdayaan dimana sebelumnya merupakan sistem-sistem tersendiri, seperti:

a. JUARA (Pejuang Devisa Negara)
Aplikasi untuk smartphone yang dapat mendeteksi lokasi PMI dan pelaporan pengaduan
langsung oleh PMI.

b. Dashboard Penempatan dan Pelindungan PMI
Penyajian informasi penempatan dan pelindungan yang bertujuan untuk transparansi
informasi dan pengambilan keputusan.

c. Pojok PMI
Bekerja sama dengan PT POS Indonesia, mendekatkan layanan dan penyebarluasan
informasi untuk Calon PMI dan keluarga PMI di kantor pos berbagai daerah.

Selain itu layanan digital dalam rangka melaksanakan perlindungan PMI, kementerian
ketenagakerjaan juga telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI).
SIPMI merupakan suatu aplikasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan perlindungan PMI oleh
pemerintah, juga untuk mempermudah akses bagi keluarga agar tetap saling terhubung. Aplikasi yang
sudah tersedia untuk platform Android dan iOs ini memiliki fitur utama yang memungkinkan
penggunanya untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan saling terhubung satu sama lain
dengan fitur obrolan atau chat baik pribadi maupun grup.
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Informasi yang bisa didapat dari SIPMI meliputi prospek dan risiko menjadi pekerja migran
Indonesia di luar negeri, hak dan kewajiban, keterampilan, hingga prosedur bekerja di luar negeri secara
aman. Termasuk di dalamnya terdapat fitur agenda hingga polling yang bisa diikuti oleh pengguna.

SIPMI juga menyediakan fitur untuk tetap terhubung dengan keluarga. Mulai dari berbagi lokasi
terkini ke anggota keluarga hingga melihat tinjauan keuangan. Untuk kondisi darurat, PMI juga bisa
memberi informasi melalui fitur darurat yang tersedia agar dengan cepat terhubung dengan rekan atau
orang di sekitar yang memungkinkan untuk dapat segera memberi pertolongan.

SIPMI mempunyai tiga prioritas utama yakni menunjang kebutuhan pekerja migran Indonesia
dalam hal komunikasi, menunjang informasi yang dibutuhkan para pekerja migran baik dari sesama
pekerja maupun dari pemerintah, dan sebagai proteksi diri bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja
di luar negeri.

Berikut cara menggunakan aplikasi SIPMI:
a. Unduh aplikasi SIPMI di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna

iPhone.
b. Install atau pasang, tunggu hingga proses instalasi selesai.
c. Setelah terpasang di smartphone, buka aplikasi SIPMI.
d. Daftarkan diri Anda dengan mengisi data-data yang diminta
Berikut beberapa fitur yang terdapat di aplikasi SIPMI:
a. Fitur Konten: Memungkinkan pekerja migran Indonesia akan mendapatkan informasi secara

mudah dan menyeluruh, tentang prospek dan resiko menjadi Pekerja Migran Indonesia di
luar negeri, hak dan kewajiban, skill, dan prosedur bekerja di luar negeri secara aman.
Adapun informasi dan interaksi pada konten SIPMI berupa info, agenda, task dan polling.

b. Fitur Darurat: Memudahkan penginformasian keadaan darurat oleh Pekerja Migran
Indonesia dengan cepat kepada teman untuk segera dilakukan tindakan.

c. Fitur Keluarga: Membuat pekerja migran Indonesia selalu terkoneksi dengan keluarga.
Pekerja Migran Indonesia juga dapat saling memantau lokasi terkini anggota keluarganya,
serta melihat Tinjauan Keuangan Keluarga.

d. Fitur Obrolan: Membuat Pekerja Migran Indonesia selalu terkoneksi dengan teman,
keluarga, serta grup komunitas yang diikutinya.

Dalam bidang kesehatan juga terdapat layanan digital bagi pekerja migran Indonesia yang
bernama Doctor Migrant. Doctor Migrant ini merupakan sebuah platform yang menyediakan layanan
kesehatan virtual berbasis aplikasi digital dalam genggaman. Aplikasi ini telah menghubungkan jutaan
migran Indonesia di seluruh pelosok dunia dengan para dokter di Tanah Air agar dapat berkonsultasi
dengan Bahasa ibu mereka sendiri.

Dampak akibat pembatasan pergerakan pada masa pandemi Covid-19 telah menimbulkan
permasalahan lain yang tak kalah pentingnya. Doctor Migrant ingin menyampaikan kepada dunia
betapa pentingnya akses kesehatan bagi para migran selama pandemi. Kesehatan menjadi faktor
utama yang menjadi penentu bagi migrasi dan pergerakan selama pandemi. Kesehatan telah menjadi
syarat mutlak sehingga dibutuhkan layanan yang dapat menjangkau pekerja migran dengan efektif dan
efisien,

Hal ini menjadi alasan dibuatnya layanan kesehatan guna menjangkau para pekerja migran yang
terkendala oleh faktor pembatasan, komunikasi maupun faktor lain yang dapat dijawab dengan
pelayanan kesehatan secara digital, Saat ini setiap pekerja migran memiliki akses langsung melalui
gawai pintarnya ke setiap dokter maupun penyelenggara fasilitas kesehatan di setiap negara yang
dituju. Interaksi dengan dokter di negara asal akan menghapus sekat-sekat komunikasi yang selama
ini menjadi halangan guna mendapatkan akses yang setara.

Hadirnya layanan virtual telemedicine dapat diakses oleh para migran secara real time dan
interaktif kapanpun dan dimanapun. Para pekerja migran dapat menikmati layanan disertai dengan
kepastian kemudahan dan juga transparansi dalam interaksinya. Kepastian akan hasil dan tindakan,
kemudahan dalam layanan dimanapun dan juga transparansi layanan pun akan lebih terukur. Dengan
misi turut mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap para
Migran di luar negeri. Platform digital Doctor Migrant ini juga berupaya mengoptimalisasi pelayanan
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penggunanya di dalam ekosistem tersebut secara lebih praktis. Para pekerja migran Indonesia pun
hanya perlu mengunduh dan melakukan pendaftaran dengan didukung data yang diperlukan.
Keberadaan Doctor Migrant melibatkan para pelaku sektor kesehatan dan juga memastikan
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia baik perorangan maupun
perusahaan untuk turut serta mendukung program ini.

Di Hong Kong, para Pekerja Migran Indonesia diberikan sebuah aplikasi baru dari Konsulat
Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk menunjang pelayanan informasi kepada para pekerja migran
asal Indonesia yang berada di negara Hong Kong. Aplikasi ini bernama Layanan Informasi
Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia (LINGKAR PMI). Sesuai dengan Namanya, LINGKAR
PMI ini memuat informasi antara lain pedoman bekerja, pelayanan, nomor hotline, daftar agen yang
terakreditasi, lapor diri, profil KJRI Hong Kong, lokasi penting, link terkait, dan peraturan atau buku
penting terkait ketenagakerjaan. Diciptakannya aplikasi ini merupakan bagian dari upaya kami
pemerintah Indonesia untuk terus mengoptimalkan pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia
yang berada di luar negeri melalui berbagai inovasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya
aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para pekerja migran Indonesia di Hong
Kong, dan memberikan manfaat kepada para pekerja migran Indonesia selama bekerja di Hong Kong.

Jumlah pekerja migran yang ada di Hong Kong saat ini diperkirakan mencapai angka 190 ribu
orang yang mayoritas perempuan bekerja di sektor informal. Dengan adanya aplikasi LINGKAR PMI ini
diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pekerja migran di Hong Kong. Selain itu, juga
memberikan manfaat kepada para pekerja migran Indonesia selama bekerja di Hong Kong.

4. Simpulan
Adanya pelayanan berbasis digital yang ditujukan kepada para pekerja migran Indonesia

khususnya yang berada di Hong Kong. Secara tidak langsung telah menunjang pelindungan terhadap
pekerja migran itu sendiri. Disediakanya platform aplikasi seperti SISKOP2MI yang telah menggantikan
SISKOTKLN sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan platform aplikasi SIPMI, juga platform layanan
kesehatan yaitu Doctor Migrant serta yang terakhir yaitu platform aplikasi yang diberi nama LINGKAR
PMI, telah menjadikan pelayanan yang ditujukan kepada calon pekerja migran atau pekerja migran
Indonesia lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya layanan yang berbasiskan digital tersebut
juga semakin mengoptimalkan pelindungan dan penempatan pekerje migran yang akan, sedang
maupun sudah selesai bekerja di luar negeri.
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